PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATPOL PP
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH

SKRIPSI
Oleh

Feti Fatmawati
NIM. 05020421040

Lop

UIN SUNAN AMPEL
S URABAYA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Feti Fatmawati

NIM : 05020421040

Fakultas/Prodi  : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun

2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol
PP Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Mei 2025
Cava vano menyatakan,
@) &
a} & - A !
)  MET
=] TE
{ 1AMX242602230
V.. § .
tea raamawatl

NIM. 05020421040

134\'




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis olch:

Nama : Feti Fatmawati
NIM : 05020421040
Judul : Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap
Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam
Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah
skripsi.

Surabaya, 8 Mei 2025
Pembimbing,

NIP. 1972120%2007011027



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama . Feti Fatmawati
NIM. ;05020421040
Judul : Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap
Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam
Perspektif Siyasah Tanfiziyyah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata
satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

AP. 195607 01987031001
Penguji J

Dr. Arif Wijaya, S.H., M. Hum.
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 26 Mei 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




[/q KEMENTERIAN AGAMA
\ J\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
b‘/ PERPUSTAKAAN

UIN SUNAN AMPEL JI. Jend. A. Yani 117 Surabay_/a 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
SURABAYA E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feti Fatmawati
NIM : 05020421040
Fakultas/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/Hukum Tata Negara

E-mail address : fatmawatifeti5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

1 Sekripsi L1 Tesis [1 Desertasi 1 Lain-lain (c.oooooeiieiiiiiiin. )
yang berjudul :

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam Perspektif

Sivasah Tanfizzivah.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bethak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya  dalam  bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penetbit yang bersangkutan. |

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi; tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta

dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Oktober 2025

Penulis

(Feti Fatmawati)
nama terang dan tanda tangan



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap
peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dalam perspektif Siyasah
Tanfiziyyah”. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:
pertama, bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran
minuman beralkohol oleh Satpol PP dan kedua, bagaimana perspektif Siyasah
Tanfiziyyah terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran
minuman beralkohol oleh Satpol PP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses
penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri serta
bagaimana analisis penegakan tersebut jika ditinjau dari perspektif Siyasah
Tanfiziyyah, yakni suatu pendekatan dalam figh siyasah yang menekankan
pentingnya pelaksanaan kebijakan oleh penguasa guna mencegah kemungkaran
dan menegakkan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan pihak Satpol PP, serta
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya penegakan perda
oleh Satpol PP telah dilakukan secara rutin, baik melalui sosialisasi, operasi
penertiban, maupun pemberian sanksi administratif. Namun, efektivitas
penegakan tersebut masih terkendala, oleh beberapa faktgr, antara lain tidak
adanya aturan khusus'yang mengatur menganai retribusi‘perizinan minuman
beralkohol, keterbatasan jumlah PRNS, minimnya sarana dan prasarana
operasional, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Dalam
perspektif Siyasah Tanfiziyyah, tindakan Satpol PP ini telah sesuai dengan
prinsip wilayatul hisbah dalam Islam, yakni melaksanakan amar ma’ruf nahi
munkar melalui mekanisme penegakan hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama,
pemerintah kabupaten kediri diharapkan mengeluarkan perda terkait retribusi
perizinan peredaran minuman beralkohol agar dapat menimalisir peredaran
minuman beralkohol. Kedua, Satpol PP sebagai aparat penegak hukum harus
selalu memastikan operasi penertiban serta upaya pembinaan kepada
masyarakat tentang bahaya peredaran minuman beralkohol tetap ditekankan
agar amar ma 'ruf nahi munkar tetap terjaga.
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